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ABSTRAK 

ASPEK YURIDIS PERJAN.TIAN PEMANFAATAN JASA DAN FASILITAS 
HONGKAR MUAT HARANG ANTARA PT.PELINDO HELAWAN 

DENGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT HARANG 
DI PELABUHAN HELAWAN 
(Studi di PT. Pelindo Helawan) 

O L E H  
MUDA HASANUDDIN HATUHARA 

NPM : 03 840 0001 
HIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Salah satu hal yang penting dari aktivitas Pelabuhan adalah pelaksanaan 
bongkar muat barang. Pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan tentunya didasari 
oleh suatu hukum perjanjian yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas 
bongkar muat barang yang dilakukan dengan antara PT. Pelindo Belawan dengan 
Perusahaan Bongkar Muat Barang. Pembahasan skripsi ini mengetengahkan 
permasalahan bagaimana proses terjadinya perjanjian pemanfaatan jasa dan 
fasilitas oengkar miiat fiarang dan oagaimana 3.Kibat liiiKum dari wanprestasi salan 
satu pihak dalam perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang? 
· 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Pelindo Belawan. 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses terjadinya perjanjian 
pemanfootan jas.a dan fas.ilitas. bongkar muat barnng adalah telah s.epakatnya pada 
hal pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut 
diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah mereka 
sepak:atL Akifoit liiikiim dan wanpreswi salan safu piliak: dalam perjanjian 
pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang adalah pihak yang melakukan 
wanprestasi berkewajiban membayar ganti rugi berupa bunga denda dan pokok 
dari kerugian yang ditimbulkannya, 

Pada penelitian 'disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam 
pelak�mnoon perjfilljian PT; Pelimfo dengan pernsahaan pengelo.la. bongkru- mfillt 
barang di Belawan hendaknya dapat membuat landasan perjanjian mereka dalam 
bentuk tertulis, yang terdiri dari klausula-klausula tentang hak dan kewajiban, 
eliiligga apaeila timBuI hal-Fial yang tidak diingili.kan di eelakang nan, maka dapat 
'pedomani surat perjanjian tersebut.Pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang 

d:ilakukan secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan �s, sehingga 
engan demikian rasa permusuhan tidak ditimbulkan sebagaimana halnya jika 

· � elesaikan melalui pengadilan. 
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BAB I  

PENDA HULU AN 

Pelabuhan adalah merupakan sarana penunjang bagi kelancaran 

pengangkutan barang dan penumpang melalui pengangkutan laut.1 Hal ini dapat 

dilihat dari berbagau fasilitas yang disediakan pelabuhan untuk mendukung 

pengangkutan laut. Misalnya adanya sarana sandar, dermaga, fasilitas listrik, 

gudang, bahan bakar, dan lain-lain yang berguna bagi pelayanan terhadap 

pengangkutan laut. 

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Susunan dan Tata 
Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayanan, pemerintah beranggapan bahwa 
pelabuhan lauat sebagai terminal point bagi kapal dan merupakan yang 
utama. Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 
adalah karena masalah pelabuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam sistem ekonomi yang merupakan penunjang bagi perkembangan 
mdustri, pefaagangan maupiiri perigangirufan. � 

Pelabuhan laut memegang peranan _ yang penting demi kelancaran 

pengangkutan laut, maka pelabuhan laut tersebut dikuasai, diselenggarakan dan 

diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Pengaturan pelabuhan laut yang akan 

dilakukan oleh pemerintah ini antara lain meliputi struktur organisasi, pengelolaan 

pelabuhan laut, pelaksana pengusaha jasa pelabuhan laut, penetapan tingkat dan 

1 Wiwoho Sudjono, Hukum Perkapalan dan Hukum Pengangkutan Laut, Bina Aksara, Jakarta, 
1972, hal. 7. 2 Wiwoho Sudjono, Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya, Liberty, 
Yogyakarta, 1987, hal. 4. 
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kedudukan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelabuhan taut. 

PT. Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan adalah salah satu yang 

ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di pelabuhan 

terutama untuk memberikan pelayanan berupa jasa maupun fasilitas pelabuhan laut 

bagi kapal yang melakukan bongkar muat barang maupun penumpang di 

Petabuhan taut Belawan. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Persero Pelabuhan Indonesia I 

Cabang Belawan tentunya akan berhadapan dengan banyak pihak yang 

berkeinginan menggunakan jasa maupun fasilitas pelabuhan laut di dalam 

menyelenggarakan kegiatan maupun penumpang melatui taut. 

Dengan bertambahnya kapal laut yang beroperasi, baik untuk pelayaran 

dalam negeri (domestik) maupun luar negeri, tentunya juga membutuhkan kinerja 

dari karyawan, baik dari segi petayanan, fasilitas dan jasa yang ditawarkan, juga 

prosedur pemanfaatan jasa dan fasilitas pelabuhan yang sederhana, sehingga pada 

akhimya akan mendukung efisiensi dalam sektor perhubungan laut. 

Salah satu hal yang penting dari aktivitas Pelabuhan adalah pelaksanaan 

bongkar muat barang. Pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan tentunya didasari 

oleh suatu hukum perjanjian yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas 

bongkar muat barang yang dilakukan dengan antara PT. Pelindo Belawan dengan 

Perusahaan Bongkar Muat Barang. 
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